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Royalti Musik setelah Putusan MK

PUTUSAN MK, tanggal
17 Desem ber 2025, menja-
diperistiwa bersejarah da-
lam indusri musik Indo-
nesia. Puiusan itu merevisi
landasan hukum menge-
nai pembayaran royalti. Per-
mohonan uji materiil ter-
hadap UU 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang di-
ajukan sejumlah musisiter-
nama seperti Tubagus Ar-
man Maulana {Armand
Maulana ) serta Nazril Itham
(Ariel NOAH]) tersebut di-
kabulkan sebagian.

Setelah lebih darisam da-
sawarsa, putusan ifu me-
nyvelesaikan stafus quo (ke-
kosongan) kejelasan hu-
kum berarut-larutdanber-
ujung konflik melelahkan
antarmusisi. Sebelumnya,
para pelaku ekosistem mu-
sik (terutama genre pop)
bersilang pendapat menge-
naisiapayang harusmem-
bayar royalti ketika sebuah
karyva dibawakan, apakah
penvanyi ataukah penve-
lenggara-promotor acara?

Poin putusan it adalah
penafsiran ulangterhadap
frasa "setiap orang” dalam
pasal 23 ayat 5 UUHak Cip-
ta. MK memutus, pada fra-
sa itu pawt dimaknai “ter-
masuk penyelenggara per-
njukan” yang berorien-
tasi komersial.

Dengan demikian, putus-
an itu otomatis memperje-
las bahwa musisi atau pe-
nyanyi tidak lagi berkewa-
jiban membayar rovalti
apabila diundangoleh, ka-
takanlah event organizer
(EO), unuk tampil meng-
hibur penonton. Terlebih
apabila tontonan tersebut
digelar berbayar dengan
adanyapenjualan tiket. Se-
bab, penyelenggara secara
sah-legal mengelola per-
tunjukan unuk mengam-
bil keuntungan atas karva-
karyamusik vangdisajikan.

Aspek penting dalam kon-
teks i adalah unsur “ko-
mersialisasi”Selamakarya
musik itu dipanggungkan
dan berpotensiuntukacara
komersial, mekanisme pe-
mungutan rovalti menjadi
sah dan wajib dilakukan.

Menurut pertimbangan
hukum hakim konstitusi
Enny Nurbaningsih, dalam
amar putusannya, frasa"se-
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tiap orang” dalam pasal
lama memang berpotensi
memantik tafsir ganda ber-
ujung kerancuan. Multitafsic
im terjadi karena tidak ada
perbedaantegas antaradua
subjek hukum berbeda, pi-
hak penyelenggara atau pro-
motor dengan pihak yang
diundangatau penyanyi-aris.

Akibatnya, komposer se-
bapai pemegarg hak cipta
(dalam konteks ini dapat
dianggap sebagai pihak ke-
tiga) sulit menunmt hak
ekonominya karena tidak
jelas kepada siapa munmi-
an klaim royald tersebut
harus diajukan

Karena itu, MK menolak
pandangan bahwa royalt
harus dibayarkan langsung
(biasa disebut direct licen-
sing) oleh penyanyi kepada
pencipia, lanpa perantara.
Sementara penyelenggara
justru terbebas dari tang-
gungan itu.

Menurut MK, penyeleng-
gara pertunjukan adalah
pihak yang palingbertan g-
gung jawab dalam semua
aspek [inansial. Mereka
adalah operatorutamada-
lam peristiwa komersial.
Penyelenggarabekerja mu-
lai mengatur penjualan ti-
ket, menetapkan kisaran
harganya, menghimung bi-
ayva produksi, dan pada
akhirnyaberorientasi men-
dapat keuntungan.

Berdasar argumentasiitu,

nonton. Takubahnya tena-
ga profesional vang dida-
angkan untuk menghibur,
tidak lebih dari .

Kepastian Hukum

Dampak langsung putusan
ini adalah hadirnya kepas-
tian dan perlindungan hu-
kum yang lebih baik bagi
para pencipta lagu atau
kom poser. Sebab, hak asasi
ekonomi mereka dalam
mendapatkan imbalan atas
penggunaan karyadiforum
kom ersial yang menghasil-
kan uang kini telah memi-
liki subjek hukum. Bagai-
mana tdak; "ketidakpastian
nasib” pencipialaguselama
ini idak pernah berakhir -
bahkan tidak pernah dimu-
lai- karena penvelenggara
acara musik vang dihadiri
banyak penonton dan ber-
tiket mahal kerap tak mau
repot membavar royalt.

Para penyanyviyang meng-
ajukanpermohonan ke MK,
tergabungdalam Vibrasi Su-
ara Indonesia (VISI), tenm
menyambut baik putusan
MK tersebut. Mereka seolah
mendapat angin segar bagi
berangsungnya tata kelola
indusiri musik di Indone-
sia Putusan MK telah me-
robohkan wilayah abu-abu
hukum vang selama ini
menjadi sumber sengketa
dan kerancuan dalam pe-
negakan kewajiban dan
hak. Di dunia bisnis, keje-

Putusan MK memperjelas bahwa musisi atau
penyanyi tidak lagi berkewajiban membayar
royalti apabila diundang untuk tampil
menghibur penonton.”

MK berkesim pulan balwa
merekalahvang harusmeim-
bayar royalti kepada pen-
cipta. Tentu melalui Lem-
baga Manajemen Kolektif
[IMEK). Posisi dan status
musisi atau penyanyi ha-
nyalah artis terundang, ti-
dak lebih. Mereka, oleh pe-
nyelenggara, diupah kare-
na penampilannya diper-
sembahkan kepada pe-

lasan norma tentu akan
mengikis uang kesempatan
bagi pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.

Selain penanggung jawab
pembayaran, putusan MK
juga mengatur mekanisme
pengelolaan hak pertunjuk-
an oleh Lembaga Manaje-
men Kolekif. Secara tegas,
MK menjelaskan bahwa pen-
dpta lagu yang telah men-
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jadi anggota LMK ridak da-
pat melarang pemakaian
lagu it dalam suatu =
pertunjukan secara in-
dividu. Sebagaimana Ah- . i
mad Dhani yang melarang
Oncemenyanyikan kar-
ya-karvanya.
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LMK Kembali Vital :
Bagiparapihakvangber-
sengketa, segerasetelah pu-
tusan ini, baik tumengun-
ungkanatau meru- 7 gy

gikan bagi mereka, [
peran LMK dan Lem- ' |
baga Manajemen Ko- TS
lekiif Nasional (LMEKN) G :
semakinseniralkare- * \ {
na telah diberi man- — \ fil,
dat kuat. Lembaga for- AR
mal itu bukan saja penagih -
royalti dan penyalur, mela-
inkan juga penjamin bah-
wa hak ekonomi pencipta
karya musikpada akhirnya
ditagihkan kepada promo-
tor acara

Secara konkret, putusan
MK memfungsikan dan
memperjelas kinerja "~ 5¥
LMK Namun, efektivi-
tas -dan yang terpenting
transparansinya- dilapang-
an akan menjadi kunci Se- g
berapa jaub pumsan MK~ - ‘
dijalankan dengan baik,
ataujustrusebalikinva,
sebatas formalitaspro-
sedur hukum. £

Dhari sisi praktis, putus- e
anini mewajibkan penye-
lenggaraan pertunjuk-
kan secara universal
melakukan penyesuai-
an. Promotor dan exent
organizer harus me-
nyertakan biaya ro-
yalii sebagai bagian
dari rancangan kese- V
luruhan periunjukan S5
musik yang digelar. Hal | . =
itu juga akan mengu-
bah peta perjanjian
dengan musisiatau
artis penampil. Yang
terjadikemudian ada-
lah rancangan ulang
kontrak kerja sama, pe-
nyesuaian pembiaya-
an, tiket, dan sejenis-
nya. Semuaharus ber-
landasan pada hukum o
vangtelah ditetapkan. (*) p i
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Panjang tuikanmakumal 650 kata Kirim ke: epind_jp@awapos.co.id. Seriaksn nomar
ekening, NPWE safinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima har
di tedaks dan hidak termual otomats danggap kembak ke penginm.



